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ABSTRAK 
 

Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Camat Benai Kabupaten 
Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022-2024 

 
Asti Elpi Ningsi 

M. Irwan 
Yeni Sapridawati 

 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan 

Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyusunan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah pada Kantor Camat Benai sudah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dimana data sekunder berupa 
penyusunan anggaran, sejarah singkat, serta struktur organisasi Kantor Camat 
Benai. Sedangkan data primer berupa hasil observasi dan wawancara yang terkait 
dalam penelitian ini. Informan yang diwawancarai yaitu Camat, Kasubbag 
Keuangan, Kasubbag Program, dan Bendahara. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan 
anggaran di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam penentuan 
pedoman perencanaan, persiapan anggaran, penentuan anggaran, dan 
pelaksanaan anggaran telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan pedoman perencanaan 
dilakukan secara berjenjang melalui RKPD dan Musrenbang, persiapan anggaran 
disusun berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dengan prinsip efektivitas dan 
efisiensi, penentuan anggaran bersifat partisipatif melalui Musrenbang dan hasil 
evaluasi kinerja, serta pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup efektif dan 
efisien dengan tingkat realisasi sekitar 90%–95% setiap tahun serta didukung 
prinsip akuntabilitas dan transparansi. 
 
Kata Kunci :  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Realisasi, dan Efisiensi. 
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ABSTRACT 
 

Budget Preparation Analysis at the Benai Sub-district Office, Kuantan 
Singingi Regency for the 2022-2024 Fiscal Year 

 
Asti Elpi Ningsi 

M. Irwan 
Yeni Sapridawati 

 
This research was conducted at the Benai Sub-district Office, Kuantan 

Singingi Regency. This study aims to determine whether the preparation of the 
Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Benai Sub-district Office 
is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. The 
method used in this research is descriptive qualitative. The data used in this study 
consist of secondary and primary data. Secondary data include budget preparation 
documents, brief history, and the organizational structure of the Benai Sub-district 
Office. Meanwhile, primary data were obtained from observations and interviews 
related to this study. The informants interviewed were the Sub-district Head 
(Camat), Head of Finance Subdivision, Head of Program Subdivision, and the 
Treasurer. 

Based on the research, it can be concluded that the budget preparation 
process at the Benai Sub-district Office, Kuantan Singingi Regency, is in 
accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. The 
stages of determining planning guidelines, budget preparation, budget 
determination, and budget implementation have been carried out properly and in 
accordance with the regulation. 

The results of the study show that the determination of planning guidelines 
is carried out in stages through the RKPD and Musrenbang. Budget preparation is 
based on the evaluation of the previous year’s performance with the principles of 
effectiveness and efficiency. Budget determination is participatory through 
Musrenbang and performance evaluation results. Furthermore, budget 
implementation has been running quite effectively and efficiently, with a budget 
realization rate of around 90%–95% each year, and is supported by the principles 
of accountability and transparency. 
 

Keywords :  Regional Revenue and Expenditure Budget, Realization, and 
Efficiency 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk 

mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk 

umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan 

sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari 

keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan 

layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya 

ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan 

keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan. 

Pemerintah memiliki tujuan yang akan dicapai yang dituang dalam bentuk 

target atau sasaran. Keberhasilan pemerintah dalam mencapai target atau 

sasaran tersebut merupakan kinerja. Kinerja pemerintah yang baik setidaknya 

ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi 

maksudnya mengikutisertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah 

pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 

Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun sistematis dalam bentuk 

angka yang meliputi seluruh kegiatan sebuah perusahaan untuk jangka waktu atau 

periode dimasa yang akan datang. Menurut M. Fuad dkk (2020:2), Anggaran 

merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka 
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dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan 

dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa datang. 

Indonesia mengalami reformasi yang mengakibatkan adanya otonomi 

daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing daerah dalam 

mengurus daerahnya tanpa lepas dari kendali pemerintah pusat. Otonomi daerah 

merupakan upaya pemerdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah 

secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang 

dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan 

otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, 

potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. 

Undang-undang otonomi daerah memberi kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan. Penyelenggaran urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, yang 

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun 

anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan 

Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusun RAPBN 

satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun 

rencana kerja dan anggaran dengan pendekataan berdasarkan prestasi kerja yang 

dicapai.  

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (ODP) 

Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, 
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pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentanhh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Peraturan 

Pemerintah Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan (26 urusan wajib,8 urusan 

pilihan). Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu 

dari 26 urusan wajib pemerintahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Serdang Nomor 05 Tahun 2007 Tentang 

pembentukan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati 

Kuantan Singingi Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas pokok, fungsi 

dan Rincinian Tugas Perangkat Daerah.  

Pedoman dalam penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi didasarkan pada proses penyusunan renja SKPD 

Kantor Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang dilihat kembali dari data program 

dan kegiatan dalam dokumen Renstra SKPD Kantor Camat Benai Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2022-2024, kemudian data tersebut dianalisis kembali 

serta disesuaikan dengan perkembangan atau isu actual baik bersifat nasional 

maupun daerah. 

Kegiatan analisis bertujuan untuk menilai atau mengetahui seberapa besar 

sasaran program dan kegiatan telah dicapai dalam kurun waktu tertentu serta 

mengidentifikasikan penyebab masalah yang dapat menghambat tercapainya 

tujuan sasaran program dan kegiatan. Adapun hal yang akan dianalisis anatara 

lain pelaksanaan renja SKPD, review hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD, dan 

analisis capaian kinerja pelayanan SKPD. 
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Renja OPD Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singini sangat 

berkaitan erat dengan Dokumentasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukkan dalam penyusunan 

dokumen kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS), sehingga program dan kegiatan OPD secara jelas ditampung 

tujuan dalam rencanan anggaran. Rencanan strategis OPD merupakan hasil 

penjabaran dari visi,misi strategi dana rah kebijakan pemerintah daerah yang 

selanjutnya penjabarannya dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang 

terukur melalui indikator kinerja terhadap program kegiatan. 

Berikut data renja target dan realisasi anggaran di Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Tabel 1.1  
Target dan Realisasi Anggaran Kantor Camat Benai Sumber APBD  

 Sumber: Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi,2026 

Berdasarkan tabel 1.1 yaitu Target dan Realisasi Anggaran Kantor Camat 

Benai Sumber APBD periode 2022-2023 anggaran dana mengalami kenaikan dan 

target capaian kerja juga mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya 

berdasarkan bidang usaha pemerintah daerah dan program kegiatan Kantor 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

(Indikator Rp

Target 

Capaian 

Kerja

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

(Indikator Rp)

Target 

Capaian 

Kerja

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

(Indikator Rp)

Target 

Capaian 

Kerja

1.
Program penunjang urusan 

pemerintahan daerah kab/kota
 Rp      2.809.027.506 74,72  Rp 3.402.544.697 90,25  Rp3.697.950.635 92,09

2.
Administrasi keuangan perangkat 

daerah
 Rp      2.465.284.638 78,7  Rp 2.776.956.106 90,58  Rp2.728.337.822 98,26

3.
Penyediaan jasa penunjang urusan 

pemda
 Rp         169.248.168 76,37  Rp    325.404.240 97,47  Rp   361.166.662 89,23

4.
Pemiliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintah daerah
 Rp           41.235.000 43,42  Rp      84.500.000 97,21  Rp     87.650.000 46,61

5.
Program penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik
 Rp             4.000.000 0  Rp        5.000.000 76,8  Rp     12.000.000 57,67

6.
Program koordinasi ketentraman dan 

ketertiban umum
 Rp           18.520.000 98,97  Rp    100.000.000 89,47  Rp   200.000.000 48,05

7.
Program pembinaan dan pengawasan 

pemerintahan desa
 Rp           26.040.000 95,68  Rp      40.000.000 90,64  Rp     45.090.000 95,59

8.
Program pemerdayaan masyarakat 

desa dan kelurahan
 Rp  101.400.968.062 37,298  Rp    603.485.000 90,26  Rp   581.562.000 6,7

Jumlah  Rp  106.934.323.374  Rp7.337.890.043  Rp7.713.757.119 

No
Urusan/Bidang UsahaPemerintah 

Daerah dan Program Kegiatan

Rencana Anggaran (2022) Rencana Anggaran (2023) Rencana Anggaran (2024)
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Camat Benai. Pada program kegiatan Kantor Camat Benai salah satunya program 

penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota, anggaran yang direncanakan 

pada tahun 2022 yaitu Rp 2,809,027,506,74 dengan target capaian kerja sebesar 

74,72%. Untuk tahun 2023, anggaran meningkat menjadi Rp 3,402,544,697,97 

dengan target capaian kerja 90,25%. Dan tahun 2024, anggaran lebih meningkat 

lagi sebesar Rp 3,697,950,635,99 dengan target capain kerja 92,09%. 

Pengingkatan anggaran dari tahun 2023-2024 adanya kenaikan kebutuhan dana, 

dan dapat dilihat juga target capaian kerja dari tahun ke tahun yang semakin tinggi, 

ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas setiap 

pelaksanaan program kegiatan Kantor Camat Benai. 

Secara ringkas, proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan 

program kerja yang akan dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan 

kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut, setelah itu dilakukan 

perhitungan secara rinci terhadap kebutuhan biaya masing-masing kegiatan, dan 

pada tahap akhir dilakukan evaluasi untuk menilai kesesuaian serta efektivitas 

anggaran yang telah disusun (Mardiasmo, 2020). 

Namun demikian, berbagai permasalahan masih ditemukan dalam 

penyusunan anggaran, adanya program atau kegiatan yang belum terlaksana 

secara optimal, adanya selisih antara target dan realisasi anggaran, serta belum 

maksimalnya efisiensi anggaran. Dengan memperhatikan dokumen Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), serta Laporan 

Realisasi Anggaran tahun 2022–2024, penting untuk menganalisis apakah 

penyusunan anggaran di Kantor Camat Benai sudah sesuai pedoman 

Permendagri No. 77 Tahun 2020 serta bagaimana tingkat efisiensi 

penggunaannya.  
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 

Rizkina (2018) dengan judul Analisis penyusunan anggaran dan pelaksanaan 

APBD pada BAPEDA Provinsi Sematera Utara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penyusunan anggaran belum dijelaskan secara rinci di tahap Renja SKPD, 

tetapi realisasi anggaran belanja sudah efisien. 

Dalam penelitian Fitriani (2019) dengan judul Analisis evaluasi dan efisiensi 

anggaran pada dinas kesehatan kota padang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa efektifitas pengunaan anggaran sudah sangat baik dengan rata-rata 

pencapaian lebih dari 90%, namun tingkat efisiensi masih bervariasi di antara 

kegiatan. 

Dalam penelitian Septina (2020) dengan judul Analisis penyusunan 

anggaran pada kantor camat delitua kabupaten deli serdang tahun anggaran 

2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran 

sudah sesuai dengan permendagri No. 21 Tahun 2011 dan tingkat efisiensi 

anggaran belanja mencapai 56,27% yang berarti cukup baik.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA 

KANTOR CAMAT BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 

ANGGARAN 2022–2024.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Apakah proses penyusunan anggaran 

pada kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022-2024 telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 tahun 2020? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini Untuk Mengetahui Kesesuain penyusunan anggaran pada kantor 

Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022-2024 telah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan 

kepada peneliti dan juga pembaca mengenai analisis penyusunan anggaran pada 

kantor camat benai dan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan sosial khususnya di bidang penyusunan anggaran sebagai 

perbandingan bagi peneliti lain dalam mengkaji permasalahan yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman 

mengenai penyusunan anggaran serta pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berakaitan dengan bidang penyusuan anggaran 

2. Bagi Kantor Camat Benai kabupaten Kuantan Singingi hasil penelitian 

ini menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi 

anggaran serta penetapan standar biaya untuk melakukan 

pengelolaan anggaran program dan kegiatan pelayanan karena Kantor 

Camat Benai Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus 

mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan. 
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3. Bagi Pembaca, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan 

tentang anggaran sektor publik. 
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BAB ll 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Manajemen perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam mengelola 

perusahaan. Tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai apabila ditunjang oleh 

kebijakan-kebijakan yang terarah dan perencanaan yang matang. Perencanaan 

merupakan pedoman tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan 

datang. Perencanaan dirumuskan untuk mengembangkan apa yang ingin dicapai 

dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan suatu kegiatan dalam 

pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya 

perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik. 

Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun sistematis dalam bentuk 

angka yang meliputi seluruh kegiatan sebuah perusahaan untuk jangka waktu atau 

periode yang akan datang. Berikut ini merupakan definisi anggaran menurut para 

ahli yaitu: 

Menurut M.Fuad dkk (2020:2), mendefinisikan “Anggaran merupakan 

suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan 

dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam 

jangka waktu tertentu di masa datang. 

Menurut Suhardi (2019:5) mengemukakan bahwa: Budget dapat diartikan 

anggaran, anggaran adalah suatu rencana disusun oleh perusahaan bisnis/jasa 

secara sistematis dan terperinci, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa 

unit/satuan moneter, atau bisa juga dalam bentuk satuan barang/jasa yang berlaku 
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pada periode tertentu. 

Menurut Tarumasely (2019:3) perencanaan merupakan suatu bagian 

penting atau tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manajemen baik secara 

perorangan maupun secara organisasi, perencanaan mengandung uraian tentang 

apa yang akan kita lakukan. Pengertian perencanaan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah “proses atau cara”. Secara umum perencanaan dapat 

dikatakan sebagai suatu proses yang tersusun secara sistematis dan terkoordinir 

sebelum melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan juga dalam kurun 

waktu tertentu. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran 

merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam 

bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang 

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. 

2.1.2 Tujuan, Manfaat dan Kelemahan Anggaran 

 Menurut Sasongko (2019:3) mengemukakan tujuan di buat anggaran yaitu: 

1. Perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan 

dan kebijakan perusahaan. 

2. Koordinasi anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian 

bagian di dalam perusahaan. 

3. Motivasi anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-

target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. 

4. Pengendalian keberadaban anggaran di perusahaan memungkin 

manajemen melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas 

yang di laksanakan dalam perusahaan. 
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 Berdasarkan tujuan anggaran yang telah dijelaskan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan anggaran dapat dijadikan sebagai arahan untuk 

mempermudah koordinasi bagian dalam perusahaan yang disusun secara 

sistematis agar tujuan anggaran ini dapat menjadi lebih jelas dan terarah. 

 Menurut M.Fuad dkk (2020:3) Kegunaan Anggaran dalam pratiknya, 

banyak perusahaan yang mampu membuat anggaran. Namun tanpa penyusunan 

anggaran, perusahaan akan kesulitan mencapai kinerja, tidak mengoptimalisasi 

efisiensi dan produktivitas, serta kurang dapat manfaatkan kesempatan untuk 

perluasan usaha. Berikut manfaat penyusunan anggaran yaitu: 

1. Adanya Penyusunan Terpadu  

Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk menyusun 

rencana dan menjalankan kegiatan perusahaan secara menyeluruh. 

Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen. 

2. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan  

Anggaran dapat memberikan yang baru yang berguna baik bagi 

manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang 

baik membuat karyawan menyadari bahwa manjemen memiliki 

pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan pegawai baru 

yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, penyusunan 

anggaran mendukung perusahaan untuk mengantisipasi perubahan 

dalam lingkungan dan melakukan kinerja sehingga kinerja perusahaan 

menjadi lebih baik. 

3. Sebagai Alat Koordinasi  

Penganggaran dapat meningkatkan koordinasi kerja internal 

perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi 
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perusahaan secara total. Oleh karena itu, sistem anggaran 

memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar 

bagian (divisi) secara total. 

4. Sebagai Alat Pengawasan Kerja  

Anggaran membutuhkan kinerja atau target standar yang dapat 

dibandingkan dengan realisasinya sehingga kinerja dari setiap 

aktivitas dapat dikatakan. Dalam menentukan standar acuan yang 

diperlukan karyawan yang realistis dan analisis yang seksama 

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penentuan standar 

yang sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan dapat 

menimbulkan lebih banyak masalah manfaat. Standar yang ditetapkan 

secara sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang 

mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan menetapkan atau 

ketidakpuasan. Kesalahan penetapan standar yang terlalu rendah 

akan meningkatkan biaya yang tidak terkendali serta menurunkan laba 

dan semangat kerja. 

5. Sebagai Alat Evaluasi Kegiatan Perusahaan  

Anggaran disusun dengan menerapkan standar yang relevan akan 

memberi baru bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menemukan 

langkah-langkah yang harus dicapai agar pekerjaan dapat dilakukan 

dengan kini perusahaan sumber-sumber daya perusahaan yang 

berada dalam cara yang baik menggunakan sumber-sumber daya 

perusahaan yang dianggap menguntungkan. Terhadap penyimpangan 

dalam operasional perusahaan perlu dilakukan evaluasi sehingga 
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menjadi masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya. 

 Sedangkan, menurut Suhardi (2019:8) menyatakan bahwa Anggaran 

(budget) bermanfaat sebagai berikut: 

1. Dapat digunakan sebagai alat penilai kelebihan/kekurangan karyawan. 

2. Dapat menciptakan tanggungjawab tertentu pada diri karyawan dalam 

berkerja. 

3. Dapat menghindari terjadinya pemborosan pada pembayaran yang 

tidak perlu. 

4. Dapat menfaatkan sumber daya se-efektif dan se-efisien mungkin. 

5. Dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi karyawan. 

 Berdasarkan manfaat anggaran yang telah dikemukaan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa anggaran dapat menentukan tujuan dan sasaran untuk dapat 

dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja selanjutnya, sementara itu 

anggaran juga memilliki manfaat dan fungsi sebagai alat pengendalian dan 

perencanaan dalam perusahaan. 

 Menurut Suhardi (2019:15) kelemahanya adalah: 

1. Dalam penyusunan anggaran, estimasi yang dipakai belum tentu tetap 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Adakalanya juga keadaan yang dipakai sebagai dasar penyusunan 

anggaran itu, tiba-tiba mengalami perubahan yang signifikan. Jika hal 

itu terjadi maka perlu dilakukan adjustment secara kontinu dengan 

kondisi terkini agar tidak meleset terlalu jauh. 

3. Anggaran mengandung unsur uncertainty (ketidakpastian), karena 

anggaran itu disusun berdasarkan asumsi. 
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2.1.3 Jenis-Jenis Anggaran 

 Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis 

anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan didalam periode 

mendatang hatus disusun di dalam suatu anggaran lengkap. Karena tanpa 

memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tetapi tidak 

memiliki anggaran tersebut tetap diupayakan untuk dilaksanakan. 

 Menerut Sasongko dan Parulian (2019:4) perusahaan menyusun anggaran 

induk (master buidget) yang dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu anggaran 

operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasioanl terdiri atas anggaran 

penjualan sampai anggaran (proforma) laba rugi. Adapun anggaran keuangan 

terdiri atas anggaran neraca dan anggaran (proforma) neraca. Perusahaan 

umumnya menyusun anggaran untuk keseluruhan kegiatan operasioanl yang 

dijalankan, seperti kigiatan penjualan, produksi, pemasaran, dan administrasi. 

Anggaran induk adalah gabungan dari seluruh anggaran yang disusun oleh 

perusahaan setiap tahunnya. Anggaran induk terdiri dari atas sebagai berikut: 

1. Anggaran Penjualan  

Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang atau jasa 

sekaligus harganya yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan 

dimasa depan.  
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2. Anggaran Produksi 

 Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus di 

produksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Barang jadi 

yang akan diproduksi untuk setiap periode anggaran harus 

memperhatikan tingkat penjualan dalam unit, serta jumlah persediaan 

akhir dan awal barang jadi. Anggaran pemakaian dan pembelian 

bahan baku. 

3. Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung  

Anggaran biaya tenaga kerja langsung memperlihatkan jumlah jam 

tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang 

jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Selain itu, anggaran 

biaya tenaga kerja langsung juga memperlihatkan perkiraan tingkat 

upah yang akan diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja 

langsungnya. 

4. Anggaran Biaya Overhead Produksi 

 Anggaran biaya overhead produksi memperlihatkan perkiraan biaya 

overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran 

produksi. 

5. Anggaran Biaya Produksi  

Anggaran biaya produksi meperlihatkan seluruh biaya produksi yang 

akan dikeluarkan pada satu tahun anggaran. Anggaran produksi 

sebenarnya hanya mengumpulkan informasi-informasi yang terdapat 

pada anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja 

langsung, dan anggaran overhead. 
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6. Anggaran Beban Operasi  

Anggaran beban operasi memperlihatkan perkiraan beban operasi 

yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. 

Secara umum, anggaran beban operasi dibagi kedalam dua kelompok 

,yaitu beban penjualan (selling expenses) dan beban administrasi 

(administrastion expenses). 

7. Anggaran Laba Rugi 

 Anggaran laba rugi disusun untuk memberikan informasi kepada 

manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh 

perusahaan dalam suatu periode anggaran. 

8. Anggaran Kas  

Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen 

memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode 

mendatang karena anggaran kas menyajikan informasi tentang 

perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode 

anggaran. 

9. Anggaran Necara  

Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang 

hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya 

(anggaran penjualan sampai anggaran kas). Anggaran neraca juga 

memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang 

diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas 

perusahaan dalam suatu periode anggaran. 
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2.1.4 Penyusunan Anggaran 

 Setiap aktivitas pencapaian suatu hasil pasti membutuhkan suatu proses 

yang baik agar nantinya mendapatkan hasil yang di inginkan. Sama halnya dengan 

penyusunan anggaran, proses yang baik atas pembuatan sampai 

pengimplementasikan anggaran sangat diperlukan guna menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan itu sendiri, karena anggaran merupakan sesuatu yang cukup 

vital dalam menunjang kehidupan dari satu unit usaha. 

 Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba. Dalam 

perencanaan laba, manajemen menyusun rencana operasional yang 

implementasinya dinyatakan dalam laporan laba rugi jangka panjang dan jangka 

pendek, neraca kas dan modal kerja yang diproyeksikan dimasa yang akan 

datang. 

 Penyusunan anggaran merupakan suatu alat untuk merealisasikan 

keinginan perusahaan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan dimasa yang akan datang agar tercapai keinginan tersebut. Penyusunan 

anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam waktu satu tahun 

yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran berada di tangan 

pimpinan tertinggi. Menurut Putrayasa dan Saputra (2018:26) prosedur 

penyusunan anggaran yang digunakan yaitu : 

1. Top-Down Budgeting  

Penganggaran top-down adalah anggaran yang disusun oleh 

manajemen puncak untuk manajemen bawahannya. Kelemahan dari 

metode ini yaitu kurangnya komitmen bawahan, seringkali tidak dapat 
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dilaksanakan, sulit berhasil mencapai tujuan. 

2. Bottom-Up Budgeting  

Penganggaran bottom-up adalah anggaran yang disusun sendiri oleh 

manajemen atas. Kelemahan dari metode ini yaitu seringkali tidak 

dipertimbangkan keselarasan tujuan, kurang terkendali, tujuan yang 

ingin dicapai terlalu mudah. 

3. Gabungan  

Penganggaran ini merupakan gabungan antara Top-Down Budgeting 

dan Bottom-Up Budgeting. 

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 Peraturan Mentri Dalam Negri Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah menjelaskan bahwa pasal 1 (1) menyebut bahwa Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan 

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pedoman penyusunan APBD 

adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam 

menyusun, membahas dan penetapan APBD. Pasal 2 (1) menyebutkan bahwa, 

pedoman penyusunan APBD tahun anggaran Tahun 2019 meliputi :  

 Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. 

Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan penyabaran tahun 

pertama pelaksanaan perencana pembanggunan jangka menengah nasional 

(RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi 

pembanggunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga 

kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh 

masing masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatan 

berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efesiensi efektif dan 
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akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia secara 

berkelanjutan.  

RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2020 dimaksudkan sebagai 

pedoman bagi Kementrian/Lembaga dalam pemyusunan rencana kerja (renja) 

tahun 2020 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020. RKPD digunakan sebagai 

pedoman dalam proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang anggaran 

pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Sinkronisasi kebijakan 

pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut di tuangkan dalam rancangan 

kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran 

sementara (PPAS) yang di sepakati bersama antra pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah (DPRD) tahun anggaran 2020. KUA dan PPAS 

pemerintah provinsi tahun 2020 berpedoman pada RKPD tahun 2020 masing 

masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP tahun 2020, sedangkan 

KUA dan PPAS pemenrtah kabupaten /kota yang telah disinkronisasikan dengan 

RKP tahun 2020 dan RKPD provinsi tahun2020.  

1. Prisnsip penyusunan APBD  

Penyusunan APBD tahun anggaran 2020 didasrkan prinsip sebagai 

berikut: 

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelengaraan urusan pemerintah 

yang kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah  

b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundangan-undangan yang lebih tinggi; 

c. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;  
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d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perudangan-undangan ; 

e. Transparan, untuk memudahakan masyarakat mengetahui dan;  

f. Mendapatkan akses informasi seluas luasnya dengan APBD ; 

g. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat ; dan 

h. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan 

undangan,efisien, ekonomis, efektif, bertangung jawab dengan 

mempertahankan rasa, kepatuhan dan manfaat untuk 

masyarakat.  

2. Kebijakan penyusunan APBD  

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam 

penyusunan APBD anggaran tahun 2020 terkait dengan pendapatan 

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah  

3. Teknis penyusunan APBD. Dan 

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020,npemerintah Daerah 

dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan 

peraturan daeraah tentang APBD tahun Anggaran 2020 paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2020. 

b. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan 

Rancangan KUA/perubahan Kua dan Rancangan 

PPAS/Perubahan Kua dan rancangan PPAS /perubahan PPAS 

tersebut kepada DPRD dalam dokumen tersebut disepakati 

bersama,sehingga keterpaduan substansi KUA/ perubahan KUa 

dan PPAS/perubahan PPAS dalam proses penyusunan 
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rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD 

tahun Anggaran 2020 akan lebih efektif. 

2.1.6 Adapun proses penyusunan anggaran berdasarkan permendagri 

Nomor 77 tahun 2020 sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan prosedur yang 

formal untuk memperoleh hasilnyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut 

system yang terintegrasi. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan 

tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan anggaran sendiri merupakan 

penjelasan perencana yang terinci mengenai pemasukan dan pembiayaan 

organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertangungjawabkan 

kepada public (bastian, 2010) perencanaan yaitu tahap yang menentukan 

anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang, anggaran disiapkan 

beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dengan demekian 

anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran.  

Berikut poin poin penyusunan perencanaan APBD berdasarkan PP Nomor 

77 tahun 2020 dalam format kalimat skripsi: 

a. Tahap penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)  

Tahapan perencanaan APBD diawali dengan penyusunan berdasrkan 

rencana pembanggunan jangka menenga daerah (RPJMD), RKPD 

memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif, serta plafon 

anggaran yang sementara yang akan menjadi acuan dalam proses 

pengangggaran. 
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b. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) 

Kebijakn umum anggaran (KUA) disusun oleh pemerintah daerah 

untuk merumuskan arah kebijakan pembanggunan dan keuangan 

daerah.  

c. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dirumuskan 

berdasarkan dokumen KUA. PPAS menentukan batas maksimal 

anggaran umtuk program prioritas pembanggunan daerah dan menjadi 

dasar bagi penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kinerja 

perangkat daerah (RKA-SKPD).  

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA –SKPD) 

Setiap satuan Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja 

dan Anggarn (RKA) yang mencakup, program,kegiatan dan Dokumen 

ini juga memuat rinciana anggaran berdasarkan capaian kinerja 

terukur,baik dalm bentuk ouput maupun outcome. 

e. Penyusunan rancangan peraturan Daerah APBD 

Pemerintah daerah menysusn Rncangan Peraturan Daerah 

(Ranperda) APBD yang merupakan akumulasi dari RKA-SKPD. 

Dokumen ini disertai dengan penjelasan rinci terkait prioritas belanja 

daerah dan ajukan kepapa DPRD untuk dibahas serta mendapatkan 

persetujun. 

f. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  

Setelah Ranperda APBD disetujui oleh DPRD, dokumen tersebut 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. 

Penetapan APBD ini menjadi dasar hukum pelaksanaan anggaran 
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daerah dalam satu tahun anggaran. 

g. Penjabaran APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

APBD yang telah disahkan dijabarkan ke dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun untuk masing-masing 

SKPD. DPA memuat rincian pelaksanaan anggaran yang mendukung 

capaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. 

h. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)  

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, proses 

perencanaan dan penganggaran APBD diintegrasikan dalam Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini memastikan 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan berbasis 

kinerja. 

2. Persiapan Anggaran 

Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya 

disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan 

demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. 

Tahun anggaran biasanya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun 

yang sama. Sebelum menyusun anggaran, lebih dahulu penyusuan anggaran 

Menetapkan rencana besar organisasi, seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai 

dasar penyusunan anggaran, Membentuk panitia penyusunan anggaran yang 

terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. 

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, persiapan anggaran daerah 

merupakan tahap awal dalam penyusunan anggaran yang bertujuan untuk 

memastikan proses perencanaan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan akuntabilitas. Tahapan ini diawali dengan penyusunan 
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diselaraskan dengan 

kebijakan pemerintah pusat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang). Selanjutnya, disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang 

berisi proyeksi pendapatan, rencana belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah, 

di mana dokumen ini menjadi dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). 

PPAS adalah penjabaran KUA dalam bentuk prioritas program dan plafon 

anggaran sementara yang ditetapkan setelah kesepakatan antara kepala daerah 

dan DPRD. Berdasarkan PPAS, masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja 

dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), yang mencakup rincian program, kegiatan, 

target kinerja, dan kebutuhan anggaran. Sepanjang proses ini, koordinasi lintas 

sektor dilakukan untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan terpenuhi. 

Selain itu, pengawasan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan anggaran sesuai 

peraturan yang berlaku. Prinsip utama yang melandasi persiapan anggaran 

meliputi pendekatanberbasis kinerja, transparansi, partisipasi, serta efisiensi dan 

efektivitas penggunaan sumber daya. Semua langkah ini menjadi fondasi bagi 

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. 

3. Penentuan Anggaran 

Tahapan diadakannya rapat dari semua devisi, dengan materi rapat 

berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir. Setiap komponen 

anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran. 

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penentuan anggaran dalam 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui proses yang sistematis dan 
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berbasis kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas. Penentuan anggaran dimulai dari penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang 

memuat prioritas pembangunan. RKPD disusun berdasarkan evaluasi capaian 

tahun sebelumnya dan melalui mekanisme Musrenbang untuk menjaring aspirasi 

masyarakat serta memastikan keselarasan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat 

dan Provinsi. 

Langkah berikutnya adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang menjadi dasar 

penentuan batas maksimal alokasi anggaran untuk setiap program atau kegiatan. 

KUA berisi proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sementara PPAS 

merinci plafon anggaran untuk masing-masing SKPD berdasarkan prioritas 

pembangunan. KUA dan PPAS ini dibahas bersama DPRD hingga mencapai 

kesepakatan. Setelah itu, masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKASKPD) yang memuat rincian kebutuhan anggaran berdasarkan 

PPAS. Dokumen ini kemudian diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas daerah dan 

kemampuan keuangan. RKA SKPD yang telah diverifikasi digabungkan menjadi 

rancangan APBD, yang kemudian dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan 

menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

4. Pelaksanaan Anggaran 

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang 

harus dilaksanakan setelah proses perencanan anggaran selesai. Pelaksanaan 

anggaran adalah tahap yang sangat penting dalam perealisasian program dan 

kegiatan pemerintah yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran adalah suatu 
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dokumen yang dibuat untuk dijadikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan 

semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan 

melengkapi segaa kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan 

melaksanakan, dimana tempat pelaksananaannya dan kapan waktu dimulainya. 

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pelaksanaan anggaran 

daerah merupakan tahap penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang 

meliputi realisasi pendapatan, pelaksanaan belanja, serta pengelolaan 

pembiayaan. Tahapan ini dilakukan setelah APBD ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah (Perda) dan bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran dapat 

mendukung pencapaian target pembangunan daerah sesuai rencana. 

Pelaksanaan anggaran dimulai dengan penerbitan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh masing-masing SKPD berdasarkan anggaran 

yang telah disetujui. Kepala SKPD bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), 

bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang dialokasikan untuk 

melaksanakan program dan kegiatan. Proses ini melibatkan mekanisme 

pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan guna menjamin efisiensi, efektivitas, dan transparansi. 

Dalam hal realisasi belanja, kepala SKPD mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada bendahara daerah, yang kemudian diproses menjadi 

Surat Perintah Membayar (SPM) dan akhirnya Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D). Realisasi pendapatan daerah juga dikelola dengan memastikan 

sumbersumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, 

dan lainnya masuk sesuai target yang telah ditetapkan. 
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Pelaksanaan anggaran ini mengedepankan prinsip akuntabilitas dan 

berbasis kinerja, dengan laporan realisasi anggaran disusun secara berkala untuk 

mencatat capaian dan kendala yang dihadapi. Dokumen laporan keuangan 

daerah, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), disampaikan sebagai bentuk 

akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat. 

2.1.7 Pengertian Penganggaran Sektor Publik 

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah 

alokasi dan untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap 

penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan 

tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang 

sudah disusun. 

Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau 

metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi 

sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik 

yang tinggi. Anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan secara periodik 

yang telah disusun berdasarkan program yang telah di sahkan. Anggaran sektor 

publik adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana 

perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter. Dalam bentuk yang paling 

sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang mengembangkan 

kondisi keuangan dari organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, 

belanja dan aktivitas. 

Anggaran sektor publik adalah pertanggung jawaban dari pemegang 

manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan 
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kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik 

dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang 

publik (Sujarweni, 2020). 

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

anggaran sektor publik adalah suatu instrumen akuntabilitas atas rencana terinci 

untuk masa mendatang tentang pemerolehan sumber daya keuangan dalam suatu 

periode tertentu yang bertujuan untuk pelaksanaan program-program yang 

dibiayai dengan uang publik. 

2.1.7.1 Fungsi Penganggaran Sektor Publik 

Sebagai alat untuk membantu pememrintah dalam membangun suatu 

wilayah, anggaran sektor publik memiliki fungsi utama yang dijelaskan oleh 

Nurkholis dan Khusaini (2019:6-8) adalah sebagai berikut: 

a. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)  

Anggaran sektor publik dibuat untuk merancanakan tindakan apa yang 

akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan 

apa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 

b. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)  

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan 

antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat 

pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan 

dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggung jawabkan kepada public. 

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool)  

Anggaran sebagai alat kebiajakan fiscal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 
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d. Anggaran sebagai alat politik (Politic Tool)  

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan 

kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. 

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination 

and Communication Tool) 

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi 

terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam perncapain tujuan 

organisasi. 

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance 

Measurement Tool)  

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budger holder (ekslusif) 

kepada pemberi wewenang. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan 

pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 

Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil 

dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran 

merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. 

g. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool) 

Anggaran dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat 

challenge but attainable atau demanding but achievable maksudnya 

adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak 

dapat dipenuhi. 

2.1.7.2 Manfaat dan Tujuan Penganggaran Sektor Publik 

Menurut Suhardi (2019:8) menyatakan bahwa anggaran (budget) 

bermanfaat sebagai berikut: 

1. Dapat digunakan sebagai alat penilai kelebihan/kekurangan karyawan 
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2. Dapat menciptakan tanggungjawab tertentu pada diri karyawan dalam 

bekerja. 

3. Dapat menghindari terjadinya pemborosan pada pembayaran yang 

tidak perlu. 

4. Dapat memanfaatkan sumber daya se-efektif dan se-efisien mungkin. 

5. Dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi karyawan. 

Berdasarkan manfaat anggaran yang telah dikemukakan diatas, dapat 

disimpulkan bahwah anggaran dapat menentukan tujuan dan sasaran untuk dapat 

dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja salanjutnya, sementara itu 

anggaran juga memiliki manfaat dan fungsi sebagai alat pengendalian dan 

perencanaan dalam perusahan. 

2.1.7.3 Jenis Penganggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat, pada 

dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalamperencanaan dan 

penyusunan anggaran sektor publik. Menurut Halim dan Kusufi (2016:52) dalam 

menyusun anggaran terdapat dua pendakatan yaitu: 
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1. Pendekatan Tradisional 

Anggaran tradisional nerupakan pendakatan yang banyak digunakan 

di Negara Berkembang. Adapun ciri-ciri anggaran dengan pendekatan 

tradisional yaitu: 

a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan 

incrementalism. 

b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat linne-item. 

c. Cendrung sentralistis. 

d. Bersifat spesifikasi. 

e. Tahunan. 

f. Menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. 

2. Pendekatan New Public Management  

New Public Management berfokus pada kinerja bukan pada kebijakan. 

Paradigma new public management telah melahirkan beberapa teknik 

penganggaran dalam sektor publik, yaitu: 

a. Anggaran Kinerja (Performace Budgeting)  

Anggaran dengan pendapatan kinerja sengat menekankan pada 

konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. 

Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan 

pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan 

rasional dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Anggaran Program (Program Budgeting) 

Metode ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus 

didasarkan pada tujuan-tujuan dari aktivitas pemerintahan dari 

pada input untuk menghasilkan barang dan jasa pemerintah. 
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c. Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting-ZBB) 

Penyusunan anggaran ini dapat mengatasi kelemahan 

pendekatan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol 

(zero based), tidak berdasarkan pada tahun lalu tapi berdasarkan 

kebutuhan saat ini. 

d. Planing, Programing and Budgeting System (PPBS)  

PPBS merupakan suatu anggaran dimana pengeluaran secara 

primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan 

pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis 

atau karakter objek dan kinerja. PPBS merupakan upaya 

sistematis yang memperhatikan integritas dari perencanaan, 

pembuatan program, dan penganggaran. Selain itu, menurut 

Mahmudi (2016:69) anggaran sektor publik yaitu: 

1. Line Item Budget  

Sistem anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan input 

atau sumber daya yang digunakan, tetapi tidak mengukur 

efisiensi dan efektivitas program karena tidak dilakukan 

pengkaitan antara input dengan output. 

2. Inclemental Budget  

Inclemental Budget adalah sistem penganggaran yang 

hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran 

dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai 

dasar anggaran tahun depan. Dalam pratiknya inclemental 

budget seringkali diikuti dengan sistem line item budget. 
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3. Planing, Programming, Budgeting System (PPBS) 

PPBS merupakan sistem penganggaran yang penyusunan 

anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja 

memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang 

dituangkan dalam renstra unit kerja. Renstra unit kerja 

kemudian dijabarkan dalam rencana operasional yang berisi 

program kerja beserta target kinerjanya. 

4. Zero Based Budget (ZBB) 

ZBB adalah sistem penganggaran yang berbasis nol atau 

mulai dari nol. ZBB menjadikan setiap anggaran merupakan 

anggaran yang baru sehingga dimulai dari nol. 

5. Permormance Budget  

Permormance Budget adalah sistem penganggaran yang 

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara 

anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil 

(outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program 

termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil 

tersebut. 

2.1.8 Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi 

mengenai realisasi pendapatan belanja dari suatu entitas yang dubandingkan 

dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi 

tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 

pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya 

ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan 
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informasi tentang indikasi apakah sumber dan digunakan telah dilaksanakan 

sesuai prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, sesuai dengan anggaran yang 

diterapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(Mahsuri, 2018:5). 

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, 

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 

periode pelaporan. Dalam laporan realisasi anggaran harus di identifikasi secara 

berikut pada setiap halaman laporan: 

1. Nama entitas pelaporan pemerintah atau saran indentifikasi lainnya. 

2. Cakupan entitas pelaporan. 

3. Mata uang pelaporan  

4. Periode yang cukup 

5. Satuan angka yang digunakan. 

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi 

mengenai realisasi pebdapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang 

dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. melalui laporan realisasi 

anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan 

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko 

ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi 

anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya 

ekonomi, efisinesi dan efektivitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang 
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menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 

periode pelaporan. 

2.1.9 Pengukuran Efisiensi Anggaran 

 Menurut Mardiasmo (2018:166) “Menyatakan bahwa efisiensi 

berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan 

dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input 

yang digunakan (cost of output).” 

Proses kegiatan dapar dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil 

kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang 

serendah-rendahnya. Pengukuran efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat 

pengghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka-angka 

efisiensi ini tidak berisifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang 

dianggap baik untuk resiko ini. 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Nanda dan 
Darwanis 
(2016) 

Analisis 
Implementasi 
Anggaran Berbasis 
Kinerja pada 
Pemerintah Daerah 
(Studi Deskriptif 
pada Dinas DPKKD 
Kabupaten Aceh 
Selatan) 

 

Penerapan anggaran berbasis 
kinerja pada Dinas DPKKD 
Kabupaten Aceh Selatan telah 
berjalan dengan baik sesuai dengan 
ketentuan Permendagri No. 13 
Tahun 2006. Namun dalam 
pelaksanaannya masih terdapat 
beberapa kendala, seperti anggaran 
yang telah direncanakan belum 
dapat diterapkan secara optimal 
sehingga berpengaruh terhadap 
penilaian kinerja. Selain itu, kualitas 
sumber daya manusia dinilai masih 
belum optimal dan tingkat tanggung 
jawab aparatur dalam 
menyelesaikan tugas pokok dan 
fungsi juga masih rendah. 

2 Affandi et 
al., (2017) 

Analisis Sistem 
Penyusunan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan penyusunan anggaran 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 Anggaran 
Pemerintah Kota 
Manado (Studi 
Kasus pada 
Sekretariat DPRD 
Kota Manado) 
 

pada Sekretariat DPRD Pemerintah 
Kota Manado tahun anggaran yang 
diteliti telah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2013. Proses 
penyusunan anggaran dilakukan 
melalui tahapan perencanaan yang 
sistematis, mulai dari penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD), 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA), Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS), 
Rencana Strategis (Renstra), 
Rencana Kerja (Renja), hingga 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RKA-SKPD). Seluruh tahapan 
tersebut dilaksanakan secara 
berurutan sesuai jadwal dan 
prosedur yang ditetapkan dalam 
sistem penganggaran daerah, 
sehingga menghasilkan anggaran 
yang terstruktur dan sesuai dengan 
prinsip perencanaan anggaran 
sektor publik. 

3 Karunia 
dan Sapari 
(2018) 
 

Analisis Penyusunan 
Anggaran Berbasis 
Kinerja dan 
Kejelasan Sasaran 
Anggaran 
Pemerintah 
Kabupaten Malang 
 

Pemerintah Kabupaten Malang telah 
menerapkan sistem Anggaran 
Berbasis Kinerja sejak tahun 2013, 
namun dalam pelaksanaannya 
masih ditemukan kendala karena 
sistem yang digunakan masih 
bersifat manual atau belum 
terkomputerisasi sehingga 
menyebabkan proses penganggaran 
belum berjalan secara optimal. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, 
pemerintah merencanakan 
penerapan sistem e-budgeting pada 
tahun anggaran 2019 agar proses 
penganggaran menjadi lebih efektif 
dan efisien. Selain itu, dalam rangka 
meningkatkan kejelasan sasaran 
anggaran, pemerintah daerah 
berupaya melaksanakan setiap 
program kerja secara optimal serta 
menyesuaikannya dengan aspirasi 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

masyarakat Kabupaten Malang 
(Karunia, 2019). 

4 Zulkarnain 
& Nurdiati 
(2020) 

Analisis Penerapan 
Permendagri Nomor 
113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa 
(Studi pada Desa 
Bojongasih 
Kabupaten 
Sukabumi) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara umum pengelolaan keuangan 
Desa Bojongasih Kecamatan 
Parakansalak Kabupaten Sukabumi 
belum sepenuhnya sesuai dengan 
ketentuan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014. Hal ini terlihat dari 
adanya permasalahan pada tahap 
perencanaan yang tidak tepat waktu 
dalam penyampaian Raperdes 
tentang APBDesa, pada tahap 
pelaksanaan yang masih terdapat 
ketidaksesuaian dengan ketentuan 
peraturan yang berlaku, serta pada 
tahap pelaporan yang belum 
dilakukan secara rutin setiap bulan 
kepada Kepala Desa. Selain itu, 
fungsi pembinaan dan pengawasan 
dari pemerintah daerah juga belum 
berjalan secara optimal sehingga 
berdampak pada kurang efektifnya 
pengelolaan keuangan desa secara 
keseluruhan. 

5 Riska 
Septina 
(2020) 

Analisis Penyusunan 
Anggaran pada 
Kantor Camat 
Delitua Kabupaten 
Deli Serdang Tahun 
Anggaran 2017-
2019 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa proses penyusunan anggaran 
sudah sesuai dengan Permendagri 
N0. 21 Tahun 2011 dan tinggkat 
efisiensi anggaran belanja mencapai 
56,17% yang berarti cukup baik.. 

6 Hidayat 
(2022) 

Analisis Penyusunan 
Anggaran dan 
Laporan Realisasi 
Anggaran pada 
Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak 
Daerah Kota 
Surabaya 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses penyusunan anggaran pada 
Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pajak Daerah (BPKPD) Kota 
Surabaya telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, 
yaitu mengacu pada Permendagri 
Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 38 
Tahun 2018. Selain itu, pelaksanaan 
anggaran pada tahun 2018–2019 
secara umum berada pada kategori 
cukup baik berdasarkan PMK No. 
249/PMK.02/2011. Sementara itu, 
pada laporan realisasi anggaran 
tahun 2018 dan 2019, sebagian 
besar komponen pendapatan, 
termasuk Pendapatan Asli Daerah, 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

pendapatan transfer, serta belanja 
operasional dan belanja modal 
menunjukkan kategori sangat baik, 
meskipun terdapat beberapa aspek 
seperti belanja tidak terduga yang 
masih berada pada kategori kurang 
baik. 

7 Warisman 
dan 
Wulandari 
(2022) 

Analisis Penyusunan 
Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah 
(APBD) pada Kantor 
Kecamatan Senen 
Jakarta Pusat Tahun 
Anggaran 2021 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses penyusunan anggaran di 
Kantor Kecamatan Senen telah 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta 
tingkat efisiensi pelaksanaan 
anggaran belanja pada periode 
2019–2021 mencapai 94,58% yang 
termasuk dalam kategori efisien. 

8 Vinalia et 
al., (2023) 

Analisis Penyusunan 
Anggaran dan 
Laporan Realisasi 
Anggaran pada 
Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak 
Daerah Kota 
Surabaya 

 

hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) yang mencakup tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, serta 
pertanggungjawaban pelaporan 
telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014, sehingga menunjukkan 
bahwa pengelolaan anggaran desa 
sudah berjalan secara tertib dan 
sesuai regulasi yang berlaku. 

9 Lantowa 
(2023) 

Analisis Penyusunan 
Anggaran dan 
Laporan Realisasi 
Anggaran pada 
Dinas Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten 
Gorontalo 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tahapan penyusunan anggaran pada 
Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten 
Gorontalo telah dilaksanakan sesuai 
dengan teori Nafarin (2014:14) yang 
meliputi penentuan pedoman 
perencanaan, persiapan anggaran, 
penentuan anggaran, dan 
pelaksanaan anggaran. Namun, 
dalam pelaksanaannya masih 
terdapat ketidaksesuaian dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
pedoman pengelolaan keuangan 
daerah. Selain itu, pada rencana 
kerja program dan kegiatan 
ditemukan bahwa sebagian kegiatan 
tidak dapat dilaksanakan secara 
optimal pada periode 2017–2021 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

akibat adanya pandemi COVID-19, 
terutama kegiatan yang bersifat 
pengumpulan massa sehingga tidak 
memungkinkan untuk dilakukan. 

10 Djami 
(2023) 

Analisis Penyusunan 
Anggaran Pada 
Kantor Kecamatan 
Kota Waingapu 
Kabupaten Sumba 
Timur 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses penyusunan anggaran telah 
berjalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, khususnya 
Permendagri No. 27 Tahun 2021, 
Perda Kabupaten Sumba Timur No. 
4 Tahun 2022, dan Perbup No. 64 
Tahun 2022. Tahapan persiapan 
anggaran dilakukan selama satu 
bulan dengan menerapkan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, 
efektivitas, disiplin, keadilan, serta 
pendekatan kinerja. Penentuan 
anggaran dilakukan dengan 
mengacu pada realisasi anggaran 
tahun sebelumnya, sedangkan 
pelaksanaan anggaran dinilai efektif 
dan tepat sasaran dengan tingkat 
realisasi mencapai 97,80%. 

Sumber: Data Olahan, 2026 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1  
kerangka pemikiran Kantor Camat Benai kab. Kuantan singingi tahun 2026 

 
Sumber: Djami (2023) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan data keuangan berupa laporan realisasi 

anggaran pada kantor camat benai Kabupaten Kuantan Singingi dan menjelaskan 

data keuangan tersebut dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode penelitian lapangan terjun langsung ke Kantor Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Menurut sugiyono. (2021:10) jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara sistematif, factual dan akurat mengeni penyusunan anggaran di 

Kantor Benai Kabupaten Kuantan singingi. 

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data keuangan dan menyajikan 

serta menganalisis data keuangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas 

untuk kemudian diproses dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Tempat Penelitian 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelitian di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi. 
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3.2.2 Waktu Penelitian  

Tabel 3.1  
Jadwal Penelitian 

 
No 

 
Kegiatan 

Bulan 

Sep 
2025 

Okt 
2025 

Des 
2025 

Jan 
2026 

Feb 
2026 

Mar 
2026 

Juli 
2026 

1 Mengajukan 
Proposal 

       

2 Proposal diterima        

3 Bimbingan proposal        

4 Mengumpulan data        

5 Wawancara      

6 Seminar proposal        

7 Revisi proposal dan 
perbaikan 

       

8 Penelitian dan 
bimbingan 

       

9 Ujian skripsi        

 Sumber,Diolah Peneliti, 2026 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Indriantoro dan 

Bambang 2016: 115).  

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi. Yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 14 PNS 

dan orang 16 PPPK.  

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh 

populasi tersebut (Indriantoro dan Bambang, 2016:115). Penyempelan atas 

respoden penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 

2017:2018). Sampel pada penelitian ini Camat, Sekretaris, Kasubbag Keuangan 
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dan Kasubbag Program. Adapun kriteria informan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merupakan pegawai yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

dalam proses penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, penyusunan, 

pelaksanaan, maupun evaluasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022–

2024. 

3. Memiliki pengalaman kerja yang memadai sehingga memahami 

mekanisme penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. 

4. Bersedia menjadi informan penelitian serta memberikan informasi 

secara jujur, objektif, dan terbuka selama proses wawancara. 

5. Memiliki kewenangan atau kompetensi dalam memberikan data dan 

informasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran pada Kantor 

Camat Benai. 

Tabel 3.2 
     Sampel Penelitian 

 

No Unsur Informan Jumlah Informan 

1.  Camat 1 

2.  Sekretaris 1 

3.  Kasubbag Keuangan 1 

4.  Kasubbag Program 1 

Jumlah 4 

 

3.4 Jenis Data Dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif 

kualitatif adalah metode dengan mengambangkan teori yang telah dibangun dari 
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data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelejahan, 

kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi 

hingga penyusunan laporan. 

3.4.2  Sumber data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua macam 

sumber data yaitu: 

1. Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

aslinya, melalui wawancara atau interview dengan pimpinan 

perusahaan atau pihak yang berwenang dalam memberikan 

keterangan atau permasalah yang diajukan peneliti (Sugiyono, 

2016:104). Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui hasil 

pengamatan dan wawancara dengan Camat, Kasubbag Program, 

Kasubbag Keuangan dan Bendahara di Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Data sekunder adalah sumber yang tidak lamgsung memberikan data 

kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2016:104). Dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari 

studi pustaka dapat dikatakan data sekunder ini bisa bersal dari 

dokumen-dokumen grafiss seperti table, catatan, foto, melihat Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada di 

Kantor Camat Benai kabupaten Kuantan Singingi. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni : 

a. Teknik wawancara (interview), digunakan sebagai teknik pengumpula 

data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk 
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menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya sedikit/kecil (Sugiyono, 2018:231). Wawancara secara 

langsung dengan Camat, Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan, 

dan Bendahara Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi 

mengenai prosedur penyusunan APBD Kantor Camat Benai. 

b. Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta data lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Catatan peristiwa yang berlaku 

berbentuk gambar, foto, skesta dan lain-lain (Sugiyono 2018:240). 

Dokumen-dokumen terkait dengan penyusunan APBD Kantor Camat 

Benai Kabupaten Kuantan Singingi. 

c. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengalami 

perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam, dan responden 

(Sugiyono,2017:106). Observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

keadaan penyusunan anggaran yang ada di Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.6  Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2017:244) Analisis data merupakan proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data 

sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain. 

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode 
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dengan mengembangkan teori yang telah di bangun dari data yang sudah 

didapatkan dilapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan 

pengumpulan data sampai mendalam, melalui observasi hingga penyusunan 

laporan. Mengumpulkan data dengan cara melihat laporan realisasi anggaran. 

Mempelajari kelemahan-kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan 

anggaran dan laporan realisasi anggaran. Berdasarkan hasil perbandingan 

tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Dalam menjawab rumusan masalah 

yang pertama dilakukan dengan: 

1) Mengumpulkan data dengan wawancara dan melihat laporan realisasi 

anggaran. 

2) Membandingkan dengan Peraturan Mentri Dalam Negri No.77 tahun 

2020. 

3) Mempelajari kelemahan-kelemahan dan keunggulan dalam proses 

penyusunan anggaran. 

4) Mempelajari bagaimana tahap perencanaan sampai dengan 

pengawasan anggaran. 

5) Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut selanjutnya akan di tarik 

kesimpulan. 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan 

persentase selisih dan capaian belanja jika rencana anggaran lebih kecil dari pada 

realisasi maka artinya tidak menguntungkan. Belanja juga dapat dikatakan tidak 

menguntungkan persentase selisihnya menunjukkan selisih lebih sedangkan jika 

anggarannya lebih besar dari pada realisasi dan persentase selisih menunjukkan 

selisih kurang maka artinya menguntungka
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis 

Penyusunan Anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2022–2024, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

pada Kantor Camat Benai telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 

Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari Penentuan,Pedoman,Perencanaan yang 

dilakukan secara berjenjang dengan mengacu pada RKPD dan melalui 

Musrenbang,Persiapan anggaran yang dilakukan melalui rapat kerja dengan 

melibatkan pihak terkait serta mempertimbangkan evaluasi anggaran tahun 

sebelumnya, penentuan anggaran yang memperhatikan hasil evaluasi realisasi 

anggaran, hasil rapat rencana kerja antarunit, serta aspirasi masyarakat melalui 

Musrenbang, dan pelaksanaan anggaran yang mengacu pada DPA-SKPD serta 

menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa 

proses penyusunan anggaran pada Kantor Camat Benai telah dilakukan secara 

terencana dan terarah serta memperhatikan kebutuhan dan prioritas yang telah 

ditetapkan. Selain itu, tingkat realisasi anggaran yang mencapai sekitar 90%–95% setiap 

tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik. Dengan 

demikian, berdasarkan keempat indikator tersebut, penyusunan anggaran pada Kantor 

Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022–2024 dapat dinyatakan telah 

sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 

 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan diatas, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kekurangan dan belum sempurna, namun peneliti mencoba memberikan saran untuk 
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kantor camat dan peneliti selanjutnya agar kedepannya lebih baik lagi, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Saran untuk Kantor Camat Benai 

1. Kantor Camat Benai diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

perencanaan dan penyusunan anggaran agar lebih efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

2.  Dalam penyusunan anggaran, diharapkan tetap berpedoman pada 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta menyesuaikannya dengan 

kebutuhan dan prioritas program kegiatan. 

3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran agar dapat 

berjalan lebih optimal. 

4.  Hasil evaluasi anggaran tahun sebelumnya diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran pada tahun 

berikutnya. 

5. Kantor Camat Benai diharapkan dapat meningkatkan pengawasan 

terhadap pelaksanaan anggaran agar penggunaan anggaran sesuai 

dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

dengan objek dan ruang lingkup yang lebih luas. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan aspek atau indikator lain yang 

berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sebagai 

bahan perbandingan penelitian. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih 

mendalam mengenai proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

dengan menambahkan aspek-aspek lain yang belum dibahas dalam 
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penelitian ini, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih 

lengkap dan menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait. 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Penentuan pedoman perencanaan 

a. Apakah yang menjadi landasan hukum dalam penentuan anggaran yang 

akan dilaksanakan pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi? 

b. Apakah yang menjadi visi, misi, maksud dan tujuan Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi? 

c. Apakah yang menjadi latar belakang penyusunan rancangan Renja OPD 

yang berlaku pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Persiapan anggaran 

a. Apakah dalam persiapan anggaran Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan 

Singingi melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun 

sebelumnya? 

b. Bagaimana kebijakan yang dilaksanakan Kantor Camat Benai Kabupaten 

Kuantan Singingi dalam menentukan tujuan, sasaran, dan program kegiatan 

setiap tahun? 

c. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran menurut 

Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi? 

d. Sebutkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam 

persiapan penyusunan anggaran yang baik pada kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi? 

e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Kantor Camat Benai Kabupaten 

Kuantan Singingi dalam menyusun anggaran? 

f. Siapa sajakah pihak yang ikut dalam meyusun anggaran pada Kantor Camat 

Benai Kabupaten Kuantan Singingi?  

3. Penetapan anggaran 

a. Dalam penetapan anggaran apa sajakah aspek yang menentukan 

keberhasilan cakupan pelayanan Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan 

Singingi 
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b. Apa saja program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi? 

c. Sebutkan dan jelaskan batasan atau ruang lingkup Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi? 

d. Apakah saat ini penetapan anggaran dan program Kantor Camat Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan unsur-unsur masyarakat dan para 

unit terkait? 

e. Apakah Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan 

musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)? 

4. Pelaksanakan anggaran 

a. Bagaimana realisasi anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten 

Kuantan Singingi? 

b. Apa pelaksanaan anggaran pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan 

Singingi sudah efektif dan tepat sasaran sesuai dengan APBD yang di 

anggarkan pemerintah?  

c. Bagaiman peran pegawai kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi 

dalam melaksanakan tugas untuk merealisasikan APBD dalam program 

kegiatan yang telah direncanakan? 

d. Bagaimana respon masyarakat terkait program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi? 

e. Apa ada dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran 

setiap tahunnya pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi? 

f. Apa ada tindak lanjut dari evaluasi terhadap terhadap program dan anggaran 

setiap tahunnya pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi? 

g. Menurut Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi adakah yang 

menjadi kelemahan dan kesalahan dari rencana kerja yang telah 

dilaksanakan selama tahun anggaran 2022- 
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